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KATA KUNCI: Perlindungan, Alih Daya (Outsourcing)
Alih Daya (Outsourcing) digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya

produksi dan sebagai respon terhadap lingkungan dunia usaha yang kompetitif.
Langkah tersebut digunakan untuk menjadikan perusahaan lebih efisien, efektif dan
produktif. Salah satu penghematan biaya produksi dalam perusahaan adalah melalui
efisiensi tenaga kerja dengan menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain.
Adanya efisiensi terhadap tenaga kerja tentu berdampak pada penurunan dalam
pemenuhan hak pekerja, sebab kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan) selalu
berbeda prinsip dengan kepentingan hukum (pemenuhan hak pekerja secara
maksimal). Adanya penurunan terhadap hak pekerja mengindikasikan adanya
pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja. Fokus penelitian yang
dilakukan adalah bagaimana perlindungan tenaga kerja alih daya menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam,
serta apa persamaan dan perbedaan perlindungan dari keduanya.
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Bahan
hukum berupa bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Sedangkan bahan hukum skunder berupa
dokumen dan buku penunjang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
komparatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas terhadap perlindungan tenaga
kerja alih daya (outsourcing) dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum islam,
sedangkan komparatif dilakukan untuk membandingkan perlindungan tenaga kerja
dari dua hukum untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah Walaupun Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tidak mengatur perlindungan terhadap pekerja alih daya, tetapi ketentuan
Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah dapat
diterapkan terhadap perusahaan yang menggunakan jasa pekerja alih daya
(outsourcing). Dalam Islam sistem alih daya yang digunakan negara-negara saat ini
boleh digunakan beserta aturannya selama tidak menghilangkan dan mengurangi
nilai-nilai ajaran Islam yaitu keadilan, kejujuran dan tolong-menolong. Perlindungan
tenaga kerja alih daya kaitannya dengan hak pokok pekerja dalam Islam diberikan
berupa upah yang adil, perlakuan yang baik terhadap pekerja, kesehatan dan
keselamatan pekerja, serta jaminan sosial. 
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